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ABSTRAK:  Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak sesuai dengan harkat, martabat, dan hak asasi manusia 
sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pekerja Rumah 
Tangga (PRT) berhak memperoleh pengakuan dan pelindungan 
sebagai pekerja, termasuk pelindungan terhadap pemberi kerja untuk 
mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan 
kerja dengan tetap menghormati agama, kebiasaan, budaya, dan 
adat istiadat. Untuk menjamin pelindungan hukum yang sesuai 
dengan karakteristik pekerjaan kerumahtanggaan, perlu dibentuk 
Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 

 Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 
27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pelindungan Pekerja 
Rumah Tangga (PRT) yang meliputi ketentuan umum, asas dan 
tujuan, perekrutan PRT secara langsung maupun melalui 
Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), waktu 
kerja, lingkup pekerjaan kerumahtanggaan, hubungan kerja, hak dan 
kewajiban PRT, pemberi kerja, dan P3RT, pelatihan vokasi, perizinan 
berusaha P3RT, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian 
perselisihan melalui musyawarah mufakat dan mediasi, partisipasi 
masyarakat, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Undang-
Undang ini juga mengatur mengenai perlindungan terhadap PRT 
melalui pemberian kepastian hukum, pengaturan hak atas upah, 
waktu kerja, cuti, tunjangan hari raya keagamaan, jaminan sosial, 
lingkungan kerja yang aman dan sehat, pelatihan vokasi, mekanisme 
penyelesaian perselisihan, serta pengawasan oleh pemerintah. 
Selain itu diatur kewajiban dan larangan bagi P3RT beserta sanksi 
administratif untuk menjamin penyelenggaraan penempatan dan 
pelindungan PRT secara profesional dan bertanggung jawab. 

CATATAN:  Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2026. 

 Lampiran file: 26 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 18; penjelasan hlm 19 
sd 26) 

 


